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Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031, Kecamatan
Deket termasuk dalam wilayah pengembangan (WP) lyang diperuntukan bagi pusat
kesehatan skala kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat
pendidikan, pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten, perlindungan sumberdaya
air, pertanian, peternakan, industri kerajinan rakyat, perikanan dan pariwisata. Namun
pada kenyataannya, pengembangan wilayah Kecamatan Deket termasuk kategori
wilayah Pengembangan (WP) 2 yaitu sebagai wilayah pusat industri besar dan strategis
nasional Perubahan fungsi wilayah pengembangan juga berdampak pada kelestarian
lingkungan hidup daerah sekitar perindustrian.

Rumusan masalah pada penelitian adalah: 1. Bagaimana perubahan fungsi
wilayah pengembangan di Kecamatan Deket? 2. Bagaimana perubahan fungsi wilayah
pengembangan di Kecamatan Deket menurut hukum positif? 3. Bagaimana tinjauan
figh siyasah terhadap perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (Field
Research) dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data
kualitatif. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Perubahan fungsi wilayah
pengembangan di Kecamatan Deket dilakukan dengan cara tidak sesuainya amanat
peraturan dengan fakta dilapangan, dengan hal ini sesuai dengan Undang-undang
Penataan Ruang Nomor 24 tahun 2007 menegaskan tentang pengaturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. 2) Perubahan
fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket dari WP 1 menjadi WP 2 tidak
sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031 pasal 9-10 yang menegaskan bahwa
pembagaian penetapan wilayah pengembangan di Kabupaten Lamongan. 3)Perubahan
fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket dari WP 1 menjadi WP 2
bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Alih fungsi lahan dan ancaman terhadap
kelestarian lingkungan hidup telah berdampak pada masyarakat. Padahal dalam figih
siyasah, kebijakan apapun yang diambil oleh pemimpin seharusnya
mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
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Based on the RTRW of Lamongan Regency in 2011-2031, Deket District is
included in the development area (WP) 1 which is intended for district-scale health
centers, district-scale trade and service centers, education centers, district-scale sports
and arts centers, protection of water resources, agriculture, animal husbandry, people's
craft industries, fisheries and tourism. But in reality, the development of the Deket
District area is included in the category of Development area (WP) 2, namely as a large
industrial center and national strategic area. Changes in the function of the development
area It also has an impact on the environmental sustainability of the area around the
industry.

The formulation of the problem in the research are: 1. How has the function of
the development area changed in Deket District? 2. How has the function of the
development area changed in Deket District according to positive law? 3. How does
figh siyasah review the changes in the function of the development area in Deket
District?

The research method used is a field research method (Field Research) with a
descriptive research nature. Collecting data using interviews, observation, and
documentation. Data analysis used qualitative data analysis. Triangulation is used to
check the validity of the data.

The results of the study show that: 1) Changes in the function of the
development area in Deket Sub-district are carried out in a way that does not match the
mandate of the regulations with the facts on the ground, with this in accordance with
the Spatial Planning Law Number 24 of 2007 which confirms the arrangement of
zoning, licensing, providing incentives and disincentives. and the imposition of
sanctions. 2) The change in the function of the development area in Deket Sub-district
from WP 1 to WP 2 is not in accordance with the mandate of Regional Regulation
Number 15 of 2011 concerning Spatial Planning for the Lamongan Regency 2011-
2031 article 9-10 which confirms that the division of determination of development
areas in Lamongan Regency 3) Changing the function of the development area in Deket
District from WP 1 to WP 2 is contrary to the principle of benefit. Land conversion and
threats to environmental sustainability have had an impact on the community. Whereas
in siyasa figh, any policy taken by the leader should consider the benefit of the
community.
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